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MOTTO 

 

“Ilmu menunjukan kebenaran akal, maka barang siapa 

yang berakal, niscaya dia berilmu” 

(Sayyidina Ali Bin Abi Tholib)   
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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi informasi mendorong penggunaan 

Teknologi Pengenal Wajah (Face Recognition Technology/FRT) 

dalam pengawasan publik oleh negara. Teknologi ini dinilai mampu 

meningkatkan keamanan dan efisiensi, namun di sisi lain 

menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait perlindungan hak 

privasi dan data pribadi warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis kedudukan konstitusional penggunaan FRT dalam 

pengawasan publik serta mengkaji tantangan regulasi dan solusi 

penerapannya dalam perspektif prinsip-prinsip siyasah syar‟iyyah. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory 

approach), dengan menelaah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta peraturan perundang-

undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan FRT dalam pengawasan publik 

merupakan bentuk pembatasan terhadap hak privasi yang secara 

konstitusional hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip 

legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas. Namun, 

belum adanya regulasi khusus mengenai FRT menimbulkan 

ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional 

warga negara. Dalam perspektif siyasah syar‟iyyah, penggunaan 

FRT hanya dapat dibenarkan apabila berorientasi pada kemaslahatan 

umum, keadilan, serta disertai mekanisme pengawasan dan 

pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan 

pengaturan hukum yang komprehensif agar penggunaan FRT sejalan 

dengan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. 

 

Kata Kunci: Teknologi Pengenal Wajah, Hak Privasi, Pengawasan 

Publik. 
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ABSTACT 

The development of information technology has encouraged the 

use of Face Recognition Technology (FRT) in public surveillance 

by the state. Although this technology is considered effective in 

enhancing security and efficiency, it also raises significant legal 

issues, particularly concerning the protection of privacy rights 

and personal data. This study aims to analyze the constitutional 

position of the use of FRT in public surveillance and to examine 

regulatory challenges and proposed solutions from the 

perspective of the principles of siyasah syar’iyyah. This research 

employs a normative juridical method using a statutory approach 

by examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 

Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, and other 

relevant laws and legal literature. The findings indicate that the 

use of FRT in public surveillance constitutes a limitation on the 

right to privacy, which constitutionally can only be justified if it 

complies with the principles of legality, legitimate aim, necessity, 

and proportionality. However, the absence of specific regulations 

governing the use of FRT has led to legal uncertainty and poses 

potential risks to the violation of citizens’ constitutional rights. 

From the perspective of siyasah syar’iyyah, the use of FRT is 

permissible only if it is oriented toward public welfare, justice, 

and supported by clear supervision and accountability 

mechanisms. Therefore, comprehensive legal regulation is 

necessary to ensure that the use of FRT aligns with justice and 

the protection of human rights. 

 

Keywords: Face Recognition Technology, Privacy Rights, Public 

Surveillance, Constitution, 
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